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BERITA PAJAK HARI INI

NPWP Bendahara Pemerintah Sudah Dihapus dari Administrasi DJP
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HARI INI

o Paj engusaha kena paj pemerintah. Penghapusan
salah satu bahasan pada hariini, Senin (13/912021)

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen pajak men ghapus
yang terhitung sejak 1 n 1

Dalam Pasal 6 ayat (1) PER-02/PJ/2021 s Ld.d. PER-13/P/2021 disebutkan dirjen pajak menerbitkan NPWP baru instansi pemerintah secara jabatan sesuai dengan ketentuan Pk
23112019 kewajiban perpaj Juli 2020.

Direkur Jabatan .., dari 1Septemt 1
bunyi penggalan Pasal 6 ayat (2) PER-02/PJ12021 5.1d.d. PER-13IPJ2021

Trap

Penghapusan dilakukan untuk NPWP bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan/atau bendahara desa yang dimiliki sebelum PMK 23172019 berlaku. Waklu yang sama juga
i

P DJP juga sudah pemerintah. Aplikas| ni disediakan untuk ransaks| yang
dimulai pada 1 september 2021. Simak 'Apa tu e-Bupot nstans| Pemerintah

P bendanara, RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diperlukan
nghindaran pajak.

Berikut ulasan berita selengkapnya
NPWP Instansi Pemerintah

Dalam Pasal 6 ayat (3) PER-02/PJ12021 sd.d. PER-13 parkan ketentt pelaksanaan kewajivan

pemerintah dan bendahara

Pertama, pajak Jull 2020 atau setelahnya. Terhadap pelaksanaan hak daniatau pemenuhan kewajiban
, dijalankan

Kedua, g masin masa pajak Agustus 2021 atau sebelumnya. pemenuhan

kewajiban 3 NPWP bendahara

Ketiga, pelaksanaan hak danatau peme nuhan 2021 simakpula

“Ini Pernyataan Resmi DJP Soal Dihapus nya NPWP Ben

ra Pemerintah'. (DDTCNews)

Subunit Organisasi

angtelah diverikan dan/atau kewajiban perpajakan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat
instansi pemerintah terdatar

Jika dan pengeluaran atas beban anggaran
di bawannya,

Baca Juge:

“Tanggung jawab pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan organisasi . tetay pemerintah.” bunyi penggalan Pasal

3ayat (3) PER-02/PJ12021 ... PER-13PJ/2021. Simak Untuk Urusan Pajak Instansi Pemerintah Bisa Tunjuk Subunit Organisast' (DDTCNews)

Sosialisasi Penggunaan e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah

Diten Pajak (DJP) melakukan sostalisas| skala aplkasi instansi pemerintah berjalan lancar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Humas DJP Neilmaldrin Noor dijalankan maupun

sosialisasi Kantor DJP jugaikutterlivat akif tersebut
(oD TCNews)

Lapor Rugi Bertahun.tahun
PitKepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande memili ketentuan seperti
) dan penghindaran paiak.

5 pajak, dan
mengembangkan usahanya” katanya. (DDTCNews)
Kebijakan Cukai Rokok
o ) atau rokok
tari cukai rokok, ahasan mengenaitarf cuka rokok
bankan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo
“Beberapa hal menjadi dasar ni hanya padating . tetapi

katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Kepatuhan Pajak Jadi Syarat Pengangkatan Direksi BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir menetapkan kepatuhan seseorang Jat merah at
BUMN. Hal tersebut masuk dalam Peraturan Menteri BUWN No. 1112021

“Wemiliki nomor bunyi Pasal 4 poin  Peraturan Menteri BUMN No. 11/2021
(ODTCNews)

Pajak Crypiocurrency

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebt) Indrasari Wisnu
Wardhana dan Kemenkeu

Indonesia mata uang, U Bank Indonesia mata uang sah hanya
fupiah. Saatini, Bappebi baru mengatur jenis-jenis aset kipto jumian sekitar 229 dan tumbuh,
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